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BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG)

SISTEM DAN PROSEDUR PE NOKUOLAMAN
BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelnlaan berang
milik daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. perlu
ada ketentuan teknis yang mengatur mengrnai pengelolaan
barang milik daerah,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud peda

Mengingat :

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah
tentang Sistem dan Prnsedur Pengelalaan Barang Mil:l: Daerah
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat IU Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku:

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kahuparen
Maluku Tenggara Barat Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provina Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

4

Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara Ncmrr 2013),

Undang Undang Namo: 40Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Ragan Timur, Kahupaten Seram Bagian
Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4380),

|



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang Undang Namot | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tuhun 2004 Nomor 8, Tembahan
Lembaran Negara Nomor 4280)
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tuhun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Prrundang-undangun (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234),

.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Ducrah (Lemburan Negarn Tahun 2014 Nomor 244),
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 197! tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967),

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Uisaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3643),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4278),
Peraturan "Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daecrah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nornor 78,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4855),
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang
Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,

PemerintahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Dacrah, .

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNorser 12 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah:

Peraturan Bupati Maluku Tengah Noraar 07 Tahun 2009

tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

kewenangan Kabupaten Maluku Tengah,
13

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 20

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2014.



MEMU IT SK AN

Menetapkan PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG SISTEMDAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAM KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dafam Penata Mang dnaksnd dongana
| Pemermaahan Daerah adala te Belo ngaan Koes Pengasihan olehPee 1) pot Kapan, an |

,
.

pi
Pete Nana Pee Sati ba tik pa

ha
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Sbb Pn bsa pabatip Dosa Ne apa hn pia . #8

2 Hapi obati Bupati Maluku Tengah
MO Papi badai Mon dana Aa aa

Po Sekaotanis baca adakah: Sekai ena abapan ga Muba
» Pemeantad Daerah adah B3 Opa da Pen dig ata NN

NN

peneelenggara Pemerintahan Daerah

PA Hana“ Perangkat Dacrah adalah Sekretariat bagah, Serena
Pasrah, Lembaga Teknis Daerah. Kecam dan ae dandan

7. Bawang Milik Dacrah adalali semua barang yang dibeluntan dipetok oh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah ate pool ha pan a
yang sal:
Pengelola Barang Milik Daerah selanjut disebut
pejabat yang berwenang dan bertanggnngjawah melakoni koontusasa

Pengelola adalah

pengelolaan barang milik daerah:

Pembauta Pengelola Baraag Milk Daerah sodpumtoa disebut PembaonLan

Pengelola adalah pejabat yang bertanggangawah Gucngkoordana
pe eta at asn pegi botaan Bang amat babakan ep ora Sat
kerga peningkat dncrah.

10. Pengguna Barang Milik Dawrada Selanjutnya disebut Pengeia andaah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik acrah:
PI. Kuasa Pengguna Barang Milik Dacrah saladah kepada sapaan kerja alan

pejabat vang ditunjuk oleh pengguna untuk uwnggunakau barang anilik
daerah yamg berada dalam penguasaan.

LA Pemuapan Bagauk Malik Da ah add peang is oa Bagas salak
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

13. Pengurus barang milik dacrah adalah pegowai vamng thiscrahi tngas untuk
mengurus baraog daerah dalam proses pemakaian vnng zeba dim Uap
satuan kerja perangkat dacrah/ uni kerja.

Satjan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dmebtid SKPD ehdah
perangkat dacrah selaka penggnya barang

4.

|

mcanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rara erbarturbanysii
barengmilik daerah untukmenghubungkan pengadaan barang yang telah



te.

18.

lan dengan kondaan Nang sedang bengali seBegin asa dalam ten ladenkaaa
Irndakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang
Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebatuham
barang daerah dan jasa.
Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengariman barang asik
daerah dari girang ke unil kerja pemakai.
Pemulilkuaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
barang milik daerah selalu dalarn keadaan baik dan sap ntuk digunakan
Ssecama bembana guna dan berkasil guna.
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendahan dalam pengunaan
barang milik daerah dalam bentuk fisik, adnuossiratit, da Ddk apana
han

ba kur andalah kegiatan jang dilakukan ole penginap ragrsa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang mulik batrai
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah
(SKPP) vang bersangkutan.
Pemanfantan adalah pendayagunaan barang milik deerah yang tidak
diperptkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Dacrah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam paka: kerjasama
pem ate Tangan ganas daa Pon Serah oma toga tidak
mengalah sintus kepemilikan
Sewa adalah pemanfaatan burang milik daerah oleb nilwek ban dalam
jangka waktn tertentu dengan menerima imbalan Kuna.
Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang cmtara pemeruah
pusal dengan pemerintah dacrah dan antar pemerintah darrah dalam
jangka waktu tertentu tanpa mencrima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkau kembali kepada pengelola.

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik dacrah oleh

bi Mala panah Tale La pa menitan

pu zie pe abasah bakar pegi ppt apaan ae anta
pembiayaan kainnya.

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang dik dacrah berupa
tanah oki pihak lain dengan cara mendirikan bangun dau

atan
sarana

berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pilak am tersebuad

dalam jangka waktu tertentu yang telah discpakati, utuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau saman benkut
fasilitesuva setelah berakhirnya jangka waktu.

af

Bangan Serah Guna adalah pemanfaatan barang milk dacrah berapa
tanah oleh pihak lam dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut tasilitasnya, dan setelah selesai pembangunana diserahkan
untuk detayagunakan oleh pihak Jain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang discpaknti.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik derrah dari daftar
Bapa ea an ea nia sai eps da bea ag New oang
Waluk amasbebaskan penggun dan sate atasan Pe npguna Haa ea
pengelola dari tanggung jawati administrasi dan fisik ats baring yung
berada dalam penyuasaannya. |

Pemindoikangkuan 'adalah pengalihan kepemillam Anarnang:

dnerahsebagai tindak lanjut dari penghapus
diyunl, dipertukarkuan, dihkibahkan anu



pemerintah daerah.
20, Peajualan adalah: : pengalihan kepenailikan bi

i
ea “yepita lain dengan 1

1 3 barang milik dasiah kepadamenerima penggantian dalam bentuk PR NR,Tukar Menukar Barang Milik“ Daerah/ Tukar G dia
kepemilikan berung Aa 1 Tukar Guling adalah pengaklan
AN aanan 1

Gacrah yang dilakukan antara pemeriotahari dengan pemerintah busal, antar perue rita Darah, ntah antara
pemerintah

Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantianalam bentik barang, Sekurang- kurangnya dengan nilai scitibang,

Ubah
adalah peuggantian kepwinilikan barang dari pemerintah daerah

,
parta pemorin ah pisan cantag pemerintah dnerahadpes basa pemetantaidactah kepada pihak lain, bapa mempetoh hi poggaathan.
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| Mortal Pemerintah Daerah adalah pengaliban kepemilikan
wang milik daerah yaug semula merupakan kekayaan Kamp tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/ saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerahnu badan hukum tainnya,

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

ke

Inventarisasi adalah kegiatan antuk melakukan pendataan, pencatatan,
dam pelaporan hasil pendataan barang milik dacrah.

35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penclilian vang sclekti didasarkan
pada data/ fakta yang obyekiif dan relevan dengan menggunakan
ine tode/ teknis totentu untuk mempcoleh malai baang dactah.

36. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah
daftar yang memuat data barang yang digunakan oleli masing-masing
pengguna.

37. Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Dacrah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, nimuah dinas. kendaraan
dinas, dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

8 Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga Batang Sesat

jenis,spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah:

a. mengamankan barang mulik daerali,

bh. menyeragamkan langkah-tangkah dan tindakan daban pengclolaan bayang

milik daerah,

« anemberikan jaminan kepastiaa dalam peugelolaan bang inilik daerah.

Pasal3

ujian pengelolaan barang milik daerah adalah :

emhan
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan

pemnerin 1
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pembangunan daerah serta dalam melaksanakan tertib administrasi
pengelalaan barang mitik daerah,

tereujudan ad akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik deorah:
terwujudnya tertih, efektivitan, dan efiairnsi pengelolaan barangmilik daerah.

BAR IN

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Kepala Daerah sebagei pemegang kekumsaan pengelolaan barang milik
Gaerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan barang mulik duerah
Dalam melaksunakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), KepataDaerah dibantu oleh.
a. Sekretans Daerah. selaku Pengelola:
b. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku

Pembanni Pengelola:
So Kepuli SNPD selaku pengguna:
@. Kepala m Peluksana Tekrus Dinas selaku kuasa pengguna,
e. Penyirpan barang milik daerah dan
£ Pengurus barang milik daerah.

Kepala Dimas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah selaku8
Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
yang ada pada masing-masing SKPD.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal5
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pembantu Pengelola melaksanakan koordinasi dengan masing-masingSKPD dalam menyiapkan/menyusun dan menghimpun:
8. rencana kebutuhan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran

yang diperlukan oleh setiap SKPD: dan
b. standarisasi sarana dan prasarana kerja Perncrintahan Daerah yang

Gitetapken dengan Peraturan Bupati dan standarisasi harga yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

SKPD scbagai pengguna barang merencanakan dan menyusua kebutuhan
barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai bahan
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD).
Rencana kebutuhan dan pemeliharaan berang SKPD tersebut disusun
berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana dan standar harga,
Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (REBMD)



(1)

(2)

(3)

(1)

(2

dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDj,
sebagai berikut:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang menyusun

rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dalam
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD)
sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standarisasi
sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga.

c. Pengelola melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

d. Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar
Kebutuhan Barang Milik Darah (DKBMDj dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar
pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

e. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati sebagai bahan pengendalian.

BAB V
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

- Pasal 6

Pengadaan Barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing,adil/tidak diskriminatif,
dan akuntabel.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Paritia
Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SKPD dilingkamgan
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Dalam hal pengadaan barang yang bersifat unrum dan menganut azus
keseragaman, pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal7
Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan pemeriksaan oleh
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SKPD Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

t6nda

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan
keanggotaan berasai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai
kebutuhan.



(3) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus,
dapat dibentuk Tim/Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk
membantu pelaksanaan tugas Panitia/Prjabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(4) Pantia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SKPD sebagaimana dimaksud

pada pasal 6 ayat (2) bertugas memeriksa, menguji dan menerima hasil

pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dcnyan Surat Perintah Kerja
(SPK) dan/atau Perjanjian/Kontrak dan membuat Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai
salah satu syarat pembayaran,

Pasal 8

Hasil pengadaan yung dibiayai dari APBD, Kepala SKPD bertanggungjawab untuk
melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik dacrah peda
setiap semesteran dan tahunan, dan bertanggungjawab pula untuk

melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah serta

dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa kepada Bupati melatui Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya Daftar Hasil

pengadaan barang milik daerah digunakan untuk lampiran perhitungan APBD.

BAB VI

PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENYALURAN

Bagian Pertama Penerimaan

Pasal 9

(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.

(2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

(3) Penerimaan Barang / Jasa dari penentuan kewajiban Pihak Ketiga Kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari
suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola.

(4) Penerimaan Barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah,
wakaf, dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dokumen

pemilikan/penguasaan yang sah untuk selanjutnya dapat ditetapkan

menjadi barang milik daerah.

(5) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif
melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga Sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2).

Pasal 10

(1) Penyerahan hasil pengadaan dari Pihak Ketiga sebagaimanadimakeudpada
Pasal 9 ayat (I) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

(BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan /penguasean yang sah.

(2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), barang

dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).



Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 11

(1) Penyimpan Barang dan/ atau Pengurus Barang sebagaimana dimaksud
pada pasal O ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi
penerimaan barang milik daerah.

Penyimpan Barang dan/atau Pengurus Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditugaskan
untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah yang
diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk masa 1 (satu)
tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris
Daerah selaku Pengelola dan atasan langsung Penyimpan Barang dan/atau
Pengurus Barang SKPD.

(3) Atasan langsung penyimpan/pengurus barang wajib secara berkala &
(enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas
penyimpan barang, yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan
pemeriksaan gudang. .

Hasi! pemeriksaan barang harus dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpanan.

(5) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

(2)

Pasal 12

(1) Hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh penyimpan
barang/pengurus barang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dan
dilaksanakan digudang penyimpanan.

(2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban
melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik dacrah.

(3) Hasil pengadaan barang daerah, berupa barang yang tidak bergerak
diterima oleh Kepala SKPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola untuk ditetapkan
penggunaannya. .

4) Penerimaan barang dimaksud dilakukan setelah diperiksa oleh
Panitia /Pejabat Penerima Hasil! Pekerjaan SKPD yang dibuat dalam Berita
Acara Pemeriksaan barang sekaligus sebagai pernyataan penerimaan
berang sah.

Barang yang telah diterima tetapi belum sempat diperiksa, maka
penerimaan barang dilaksanakan dengan membuat tanda penerimaan
barang sementara, dengan diberi catatan barang belum diteliti oleh Panitia
(Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SKPD.

5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah selaku atasan langsung
pengurus/penyimpan bareng bertanggungjawab atas terlaksananya tertib
administrasi penerimaan barang milik daerah.

5)
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Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran barang milik daerah oleh Penyimpan/Pengurus Barang
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan
untuk barang harang inventaris diserini dengan berita acara serah terima
dari Atasan langsung.

Kepala SKPD selaku pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang
kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola.
Kuasa Pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 14

Status pengrunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada

Pengelola disertai dengan usul penggunaan: dan
b. pengelola melalui pembantu pengelola meneliti usul penggunaan dari

pengguna untuk ditetapkan status penggunaannya.
Penggunaan barang milik daerah untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan clch Pengelola
Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunsanya untuk
penvelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak
lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsiSKPD yang bersangkutan.

Pasal 16

Barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan penetupannya
melalui mekanisine sebagai berikut:

b.

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan
ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas Pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna barang.
Bupati menctapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
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(2)

(1)

(2)

ta)
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yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak dipergunakanuntuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Pengguna barung dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkantanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepada Bupati melaluiPengelola.

Pasal 17

Pengguna barang milik daerah yang lidak mer
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok danfongsi instunsi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupapembekuan dana pemeliharaan dan fatau bangunan dimaksud.
Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok danfungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannyadan dapat dialihkankepada SKPD lainnya, -

yerahkan tanah dan/atau

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 18

Pengguna dan/atau kuasa pengguna melakukan pendaftaran danpencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna

Uu

(DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dankodefikasi batang yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.Pembantu Penggelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan danpendaftaran barang milik daerah yang dituangkan dalam Daftar BarangMilik Daerah (DBMD).

Pasal 19

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang harus menyimpan dokumen
kepemilikan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang beradadalam penguasaannya.
Pengelola Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/ataubangunan yang berada dalampengelolaannya,

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 20

Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barangmifik daerah.
Pengguna melaksanakan sensus barang rnilik daerah setiap $ (lima) tahunsekali untuk menyusun Buku Inventarisasi dan Buku Induk Inventarisasi
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beserta rekapitulasi barang milik daerah

Dikecualikan dari ketentuan avat (1), terhadap barang milik daerah yang
berupa persediaan dan kontruksi dalan pengerjaan.
Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengguna menyampaikan hasil sensus sebagaimana dimaksud ayat (2),
kepada pengelola paling lama 3 ftiga) bulan setelah selesai pelaksanaan
BensuB.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Deerrah, selaku
pembantu pengelola menghimpun hasil Inventarisasi barang milik dasrah.

Pasal 21

Termasuk barang milik dacrah adalah barang milik daerah yang
pengelolaannya berada pada Perusahaan/Badan Usaha Milik
Dacrah/Yayasan Milik Dacrah yang berasal/dibeli dengan dana yang
bersumber dari APBD atau sumbangan berupa hadiah, donesi, wakaf,
hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain.
Pimpinan Perusahasn Dacrah/Badan Usaha Milik Dacreh/Yayasan Milik
Dacrah wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada
Bupati, dan Bupati berwenang untuk mengembalikan setiap mutasi
inventaris barang tersebut.

Pasal 22

Barang yang berupa tanah dan/atau bangunan penatausahaannya dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

(1)

(2)

3

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang berada dalam pengunsaannya sekurang—
kurangnya sekali dalam setahun.
Barang Milik Daerah/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh pemerintah,
pengguna mencatat dalam buku inventaris tersendiri dan dilaporkan kepeda
pengelola.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 23

Kuasa pengguna menyusun dan menyampaikan laporan pengguna barangsemestcran dan tahunan.

Laporan sebagaimanadimaksud peda ayat (1)disampaikankepada Bupatimelalui Pengelola.
Kepain Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).



BAS IX
PEMANFAATAN
Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 24
Henantaatan Rahirap barang milik daerah dapa dilak ikan mek: 4kuter pemanfaatan, vaitu

Yun 2 Klang

A0 Vonautaatan barang anidik daerah berupa tanah danf/atari bangunan vangtidak dipergunakan untuk meliksanakan tugas pokok dan Kings SKPDdikaksanakan alel Pengelola setelah mendapat persetan Panai
|

bo Hemanlaatan barang malik dacrah selam tanah dan/atan bangunan yangpadak dipergunakan untuk meliksnuakan Digas prokoskorban Tutapsa SPduak samakan oleh Pengguna setelah Miendapa per setngoona Penadah

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 25
sidak pemanfaatan barang milik Dacrah berupa:

Una Pakai

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 26

| Berang Milik Dacrah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang
belum dimanfaatkan oleh Pemenmtah Daerah dapat disewakan kepa
Bab ta Sepanjang me nguntengkan Daerah

beajsag mdik Daerah yang disewakan udak merubah status kepemikkan
barang daerah.

Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan milik
Pemernntah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat
persetujuan Bupati.
Penvewaan sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atan

bangunan milik Pemerintah Daerah yang masih diyxsguuakan oleh
pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan

Bnpati
Jenis-jenis barang milik dacrah yang dapat disewakan, anlara lam:

a Mcss/ Wisman dan sejenianya:
b Gudang/Gedung,



, Pedop hana,
G) Lomba,
« Kendentenn alan Jahat abah bana

| Pensewanu
SU Dingin "Hino aa

h
MP permata eta 299 da

Keputrn Dapan,
' Pe pan

| Jangka wulan Penyewaan bagan tata dan gp
:

dan dapa diperpanjang,
k Ma peta ba» Dua sa

SO) Peewann diletakan
Yap kelanrnng kiuwaagin
PB

Perdana “naat
hanger

Pihakpilk Yang terikat dada
Po Tenan, dun

Mr peran maan Mpg

peijanjan,
nba jumlah Danang, besaran ta:

Co Yenggatnggawah Penyewa atas basah Ope banana aa
Sekam japan waktu penyewa,
Persetan Inin Vit ding

eps nata
Open dibenstaan

“
Kong pelan

PP ba Sanga oa ka Pagar Bamboo PRI Pagae Mon maba abi
Bapoti berdasarkan hal analisa) per

|

) Sarat perjanjian sewa menyewa Se irama
"itnodatangani ole

emak nan ix,
hi Pengelola atas on ti Bupati Teng patok pem

Pasal 27

) Barang Milik Dacral,
#Tisewakan # henpon

benang tersebut

baik bergerak Wmanpu ndak bergerak selain
Mipungat tetriurai Zetera penantang bengeanaan

Ph Pemungutan retribusi Sebagaunana din: Iksud pada Pewa

ditetapkan dengan Peraturan Darrah.
AO av ah

| Hasil penerinann sewa dan retmbusi disetor ke Kas Daerah

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 28

8) Barang anilik Onerah, baik barang hergerak maupun tidak bergerak yang

belum dimanfhatkan oleh Pemerintah Daerah Jap? Aduan onmalenkar

untuk kepentinganpenvelenggaraan pemerintah daerah.

2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/fatan bangunan

maupun sekian tanah danjatan bangunan didaksanaten oleh Pengelola

setelah mendapatkan persetujuan Bupat.

| Pinjuun pakai hanya dapa! diberikan kepada Instansi Pemerintah, antar

Pemerintah Dacrah, dan kepada silat Kelengkapan DPRD.
4s

| Barang milik daemh vang dipinjaan pakaikan tidak merubah ststus

boga dika bang Basah

— Jangka waktu pinjam pakai Bawang Milik Dacrali paluag bana 2
mdjahan

dam apabila diperhikan antnie kepentingan penyelenggaraan j

dapat diperpanjang.
,



(0) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilaksanakan berdasark
sekumngkurangnya memuat:

MN penganan

“ Pihak piliak Yang terikat daun pegangan,
h. tenis, Inns atau lah arang « Paw dipan ka sha

tau » ' Masa PN aa na Tatan eropa Wo one dada Sutan
PER ae pera aan

Kai pers aral an bin yang dianggap periu
(7 Surat Penaniran Dining Tea Seboattma

NP PE ab Pesan bala ran palrataa
.

Bagan Patut
?.

Wood die hadiah,

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 29

e Kejaseung Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak I ut slikaksanakan
dakaun rangka:

meeepotana lh atan Banten Tiara papat Mad wah.
hb. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 30

UI Kerjasama Pennfnatan Barang Mitik Daerah ilaiksamakan dengan
bentuk:
to Kajasetis Doapanlaatan Lhuang Malik Parah pts Badi bana

bangunan sang sudah diserahkan oleh De Nggite kepsarta Pria loka,
2001 Peta

Yon ag Pa aa ket jam tanah danfatan bengiman tang
masih GIRUNAKAN OlCn Pengguna Barang, dan

Go Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sok tamah

dJanfalau bangunan.

) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Mjik Daerah sebagaimaua dimaksud
pada awal (1) buruf aa dilaksanakan oleh Pengelola setelah Imeiidapat
persetujuan Bupati.

Kerj semma Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufb dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah raendapat
perseliynan Pengelola.

Pasal 31

UU) kegasuua Pemanfaatan atas Barang Milik Dactah Ullahsanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:

Aa. tidak tersedia atan tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk

memennhi biava Operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang

diperlakan terhadap Barang Milik Daerah dimaksnd:

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melaui tender dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 Hima) pesertaf peminat dan
apabila 2 (dua) kali bertuut-tarut diumimmkas 1x So pemanen

kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilikan
tangsang atu

penunjukan langsung dengan negosiasi baik teks maupun harga,



Kecuah ntuk Basmang Mihk Daetate yang bersua kosa mak
keperluan kebun binatang (pengembanghiakanApe lostaaan manga
langkah pelabuhan Jout petabnban setara, peupelohran nnbahi,
pendidikan, dan sarana olahinga) dapat dilakrikan penamjakan
Janysuag dam dilakukan negosiasi duaik (oknis mang Dheraggaa,
Indira kerjasama pemanfaatan barus membayar kootribusi tetap ke
Kekenuag Kam Daetadeo seba tai Seboao pinuka makti
pengopelaskuh yang telat ditempa dan pembagiap ker anpaanahasil Kerjasama'Prmanfaatan ditetapkan dan hasil perhitungan tim
yang dibentik dengan Keputusan Bupati:

do besi pembayaran koutribusi tetap dau pembagun kcoutnnganhasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasu perlutungan tita
sang dihentiik dengan Kepatusan Dupeh,

c pembenaran konbibusi tetap dan pembaguan ko tunkan hasil
kegasauna pemanfaatan diselor ko kas daerah se tap Gd Sx kana:

' .

jangka wakti pengoperasian.
Biaya pengkajian, pencliban, pevaksir, dan penguin Ielang/ tender,dibebankan pada APBD.
Biaya yang herkenaan dengan persiapan dan pelaksaonan penyusunansurat perjanjian, konsultan peliksanaan/ pengawas dibcbankaun padapihak ketiga.
Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Koyjasama PemanGalan
dikantng meupuniakan atau menggadaikan Benang Milk Negara? Darah
yang menjadi objek Kerjasama Pernanfantan.

Jangka waktu Kerjasama Pemantaatan paling lama 30 (Tiga pulai ) tahan
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 32

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna ItaramR Mitik Daerah dapatdilaksannkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1 pemerintah daerah memerlukan hangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelavanan umum dan untuk menyelenggarakan ingaspaka dan fungsi:
b. tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang telahiserahkan oleh pengguna kepada Bupati:
C. tifak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitasdimaksud.

) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagainana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuanBupat,
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebugnimana dimaksud
pada and (1) vang status Penggunaannya ada pada pengguna barang dantelah direnganakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan Fingai
Pengguna dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengakar taduan



Petgaama Haang den/alan Koma Pengguna Peang mean Tapa pakakdaa Pingamnva.

Panal 33

on SAS Ba MP ab ta
Pekan at Tran Guti Seara tan Bagan seba Gala iban Rear beda
apa dalam sungkan penyelenggaraan tagas pakok dan Yungaa S htayasmgkat Daerah terigu,

Pusal 34
Penclapagd anita Bangun Guna Serah dan onta Bangen Serah Guna
dbakssan akan tar tata tender elang ale PA AG enggakee ap Sa ang
Jkumangnya 5 (Inna) peserta/ peminat dan apahida dna ka 2 (Diah kali
peserta kurang dari So time), dapat dilakorkan pemilihan
benpaang/ perumpikan langsung dengan meposias Ieok tebans anne
bngt
Mine Uangun Guna, Serah dana ani Bangun Serah Gruta Kaang telat

5

(etetapkaa Selama jangka waktu pengoperasian Tesis omar ta
kesentiban sebagai berikan
pameran kontribusi ke Rekening Kas L Negaeaf Peta stan

tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tum
yang dibentuk oleh pejabat vang berwenang,

ho tidak mengiminkan, menggadaikan atau menundalntangankan alnck
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna,

Cc. memelihara objek Bangun Guna Seral dan Bangun Serah Guna,

BRonagsoyan Siasih Hangin Yon Seoul ha Pangan Seat ba Pusat
dhani Deatkau Setau Lunygsanag dan pihak betapa anak jha Kapan
tugas pokak ban fungst pemaantah an daa boikot nasa

pengoperasian maupun saat penyerahan kembali.

Bangun Guna Serah dan Bangan Serah Guna dilaksanakan bendasarkan
sumai perjanpan valg sekurang- kurangnya memuat:

a. Pihak-pihak vang terikat dalam perjanjian,
bo Oak Langtn Guna Serah dau Bangun Serah Gama,

Dena ak Bangun tatum Senah alan Bengua Seah tata,

Ih Pokok mengenai Bangun Guna Sesah dan Bang Sera Guna,
0 Dina barang milik dacrah yang menjadi objekgtangan Gt Serah dan

Bangun Serah Guna, .
F Hak dan kewnjiban para piliak yang terikat dalam perjinjian,

» Jumlah/ hesaran kovtribusi yasag harus (ibayaa oleh pihak ketiga:

bh. Sanksi,
i Persyaratan Inin yang dianggap perlu.
Surat perjanjian sebagaimana dimakaud pada ayat (4) ditandatangani oleh

Pengelola atas nama Rupati dengan Mitra Kedasama.

Jangka waktu Bangun Guna Berah dan Bangun Serah
Cama paling lama

20 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani.

Chyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serab Guna berupa sertifikat
tanah barapa lek pengelola IPL) milik Pemerintah Daerah telak boleh

tipaniinkas, dipadatkan dan dipindahtangaukan



iB) Pihak Ketiga akan memperokrh Hak @

memerintah daerah.
Una Bangun di tan KPI salik

(9 Seara per top Tanlan Bangun Guna Serah dam sy
danfamu bengunan tetap milik pemertutah daerah

Ha
Serah

Gama tania

(top ban Mendinkan Bangtmat hamil Bangun Gua Se tah dan 4

Guna alas beam Pemerintah Dawiad.
An Bangun Ser

HI) Bana pencltuan, pengkahan, penaksuan, dau
dibebankan pada APBD penganan belung

(15 Uaya permapan dan pelaksaan PONY US Una sara perjanpan komsnlts

pelaksaua/ pengawas dibebankan kepada Wibak Ketiga pencuang
Suit

Pena! 28

(1) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek
Bangun (inna Serah kepada Bupati pada akbis jongkn waktu
pengopetastan, 20telah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah yang dituangkan dala berita acara.

(3 Bangun Serah Guaa Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentnan
se bayar berikut.
Kop ta Mie Serat Pan Pass aon he te Pamen tah

Mr Seed Kasat Kep Meet dekan pa ab eaga oa ay

dilayangkan dalam berita onani,

b. anta angun Serah Guna dapat menda
Diah tersebut Seyusi jangka mann sar

perjanjian,
Ge teinda pengkeaakti peodas agnaan Berak ey Beng

Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fimpysioi

pemeriatah sebelum penggunaannya ditelapkan oleh Bupati.

BAB X

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 36

(1) Pengelola, Pengguna danfatau Kuasa Pengguna wajib mobakukan

pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalasa penguasaaanya.

(D Pengamaan Harang Milik Daerah, melipisti:

Aa. pengamanan administrasi melpuh kegintau pembukaan inventarisasi.

pelaporan, den penyimpanan dokumen kepemilikan,

hb. peoghosanan fisik untuk mencegah terjarhiuwa prnirunat Iigat
berang, penurunan jumlah barang, daa hieagnya barang,

€1 Pengiaman Osik unabak tanah dan bangunan dilakukan dengan: Cara

| pemagaran (an peregangan tenda batau, selain tanah dan bangumpai
|

oadilakukan debgas cara penyimpanan dan pemeliharaan, dan

Uu Honganncpan Meerkumaa mantan Jerita Smesdgorat buggiatsa ncicingkapi buku

4 5 ro wd
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(S

(3)

(2)

(3)

(1)

Status kepemilikan.
Pengamanan Administrasi barang milih
pada ayat (2) hurufa meliputi: daerah “ebegnieang K:

a. pencatatan olch pengguna dan dilaporkan kepad
Pembanru Pengelola:

2 Pengelola melalui
b. pemasangan label dilakukan oleh pengguna

Pembantu Pengelola: dengan koordernnai

bantu lola menyelesaikan buk
Cc. rn penge y | kepemilikan barang muik

Pengamanan Fisik barang mulik daerah scbaguimarna dimaksud ayat (2
huruf b dan c meliputi: '

a. pengamanan fisik secara umum terhadap barang mventanis dan ba
persed..un Gilakuican oleh Penuguna: rang

penornjpeman bukti keperuiikan dilakukan oleh Pengetela

pemagaran dan pemasang.n papar tanda kenemilikan dilalerkan nieh
Pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan vang dipergunakan
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan/oleh Pembantu
Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan vang telah diserahkan
oleh pengguna kepada Bupati

Pengamanan Hukum/tindakan hukum barang milik daerah sebagamana
dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daecrah

yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan olsch

pengguna dan pada tahap selanjutnya Pembantu Pengelola
bersama-sama Pengguna,

b. upaya hukum perdata maupun pidana dengan dikoordinasikan Bagian
Hukum Setda. Kabupaten Maluku Tengah

Cc. penerapan Iukum reclalui tindakan represif / pengambil a@iihan,

pervegelan atau penvitaan secara paksa dilakukan oleh Sanian Polisi
Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah bersama-sama instansi tekms
/SKPD terkait.

Pasal 37

Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
Pesmerintah daerah.

Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama pernerintah daerah.

Pasal 38

Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan

dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang.
2) Penyimpanan bukti hepemilfidih Barang Milik Daerah selain

!



keuangan daerah dan dilaksanakan keranikan
.

N

(2)

(3

»

(2

dh

(2

)

(2

(3)

lenteramn

turun

Barang milik Pemerintah daerah dapat Cia an

Bagian Kedua
Pemeliharaan

perundang

Pasal 404

Pembantu Pengelola, Pengguna dan/utau Kuasa Pengguna bertan

perak atas perneliharaan Barang Milik Daorah yang ada di bawah
penguasaannya. ,

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (J1) berpedoman padu

Daftar Kebutuhan Permeliharaan Barang (DKPB).

Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD

Pasal 41

Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hui
pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan
daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengeluia secara berkala.

Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1

(sari) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai
efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 424

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 40 dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan DPA-SKPD.

Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini berpedoman pada daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah

(DKPBD).

Pasal 43

Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lannya yang
merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah dacrah
maupun pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oteh pemerintah
daerah.

Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat bersumber dari APBD atau sumber yang sah

BAB XI
W

8

Pasal 44

BerangMilik Daerah lakukan dalam rangka penyusunanneraca



darah, penundaan, dan pemindabuanganan bar

Penetapan daku Karang Milik Dacdi daan mgkas per
ditakukaa dengan berpedoman pada Standar Akan:UTS

(1

(2

tw

w)

(2)

3)

“N

)

Un sita Diepah.
Pasai 434

tx
h

Y:

.
Pasal 465

Penilaman Rang Milik Daerah sehagaimann dunaksud dalam Pasal 15.
calaksanakan okeh Tun yang ditetapkan oleh Danpoaata (Leo dapna bana akan
penilai independent yang bersertilikat dibidang penilaaan aset

Pemilaan Barang Milik Daerah berupa toah— dan/atan bangunan
detak Sana anta sen Lapas nba apa Keotnu it 5st
mac tagarnngakaan Nala ialah Opok Pagak ONJOPU dan bone pesanan aman

1

Belasan Brang Matik Dana sebagomana Mane pas nata
dilaksanakan berdasankan nila pe code hana daa Pata haru pasa teman
danang penvasurtan serta omemperhatikan kondisi Bisik tobat13

Hasil pendam Barang Milk Daerah sebagawmmana danuagasind padanya 3
dan ayat (BY ditetapkan oleb pengelola.

BAB XII
PENGHAPUSAN

Pasal 47

Penghapusan Harang Muik Dacrah mebput.
11. Pengbapisan dan DaRar Baring Pengpuna/

Kevag
Donarn

b. Penghapusan dan daftar Barang Milik Daerah. “
Penghapusan sebagaimana dunsksud pada axnt (HW. guur a ddakukan
dadar hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Peron Maan Knasa Pengaman.

Penghapusan sebagamana dianakawd pada avat (1) hawut b dilakukan
dalan hal Barang Milik Dacrah sudah berati kepemilkarana, terjadi
Pemusnahan atau karena sebab-sebab kami.1

Penghapusan sebagaumana dimaksudkan Kas ES an nana
daeapkan am

tdak mendapat persebajua Birpal atas sud pengclola
bos egznangg,

Penghunypaan sebagamama dunaksuul dalan Pasal "18 avat (UD) hurut b
dintapkan dengan keputisan penghapusan dari pengelola basaig Setelah
mendapat perartujaan Bupati.

po Pasal
454

Penghapuaan Barang Milik Daerah dengan tindak Ianpat pemusnahan"diadakan apabila Barang Milik Daerah dimaksud:
&: Tidak Say daurakaan, tidak« dapat

damentfaaikan dan tidak dapat
|



1

(n

11

2

1

#ipeedalrtatgaitkasi, atrsat

b. Atucan bai snap ketentuan peruadang ,
seneng andlak dkarnrh Sehuapanun deras perin apa

Patas tem utang Barang Milik Daerah
Peda aga ET dihapus At

pa emak Sebagian prada ea ah ditahun, 1

Bagan Bonang dengan saat kepanasan ari era ""
Ana ehh

menduga pe Tagana daa Dapat Kiba mn retak

Atasan Temusapatan Sebagamaana dana para
dtinasvagiaaa duluan Urang Aca dan dilaporkan kepada Brapa

tia Li!

Pasal 49

Perang matik daerah yang dihapus dan ai menymonjat ns @kniteaen
dapat didada mclaha.

do bapa temuan/ pelokangan terbatas Lai fauaa
9. Ihenbangkun atau diubahkas lecpada pibak kew.

(heat po aon Ga / pelelangan terbatas sebagaimana dan akad pada
“wat ti) haruta, disctor ke kas dacral.
Pelakanamn penghapusan barang milik dacrah baik barang bergerakMpu berang tdak bergerak harus berdasarkan
premingan pertimbangan/alasan- alasan sesuai denga Peralatan
Pernnkdangundangan yang berliku.
Tata cara penghapusan adalah sebagai berikut:
20 Bpr membentak Pamit Penghuapasan Barang Mi3k Pasal vang

susana personnya terdaa dan usu oki torkant.

b. Pamit Ponghapasau hertigas msereliti barang yang isak, dokumon
kepemilikan, ad minis!rasi, peaggunaan, pemaban aan,

pemeliharaan perbaikan maupun data lamuva vang dipandaag pertu,11
«Hasil perdata tersebul diuangkan datasa bentuk Daous Acara dengan

#nclaopirkan data kerusaksm, laporan hilang dari kepolisian, sutat
da tia. gan Ssebah kematan di Jaun-lair:

A Ketaatan pemgelota mengajukan permohonan pesen kepada
Berpati mengonai rencana penghapusan barang dimaksud dengan
meebamparkan Berita Acara hasil penelakan Panitia Penpiiepusan

x. Sewkh mendapat persenyaan Bapa, penghapus ditetapkan
dongan Kepratisan Pengelola atas mean

Panai, juga Iaputapkam cara
peratan Tengas on ae angan aa

PT yap aa

letaog kerbatan) alan disambangkanjdituhabkanmaa diunsnahkan,
L Aguksila makam dikaksskan lelang terbatas, Bayati meubentuk Panatia

Priclangam Tosbatas atik onclaksanakan prajunlas/ pekeburgani:

Mehodap Jang yang telah Sikogmekan dari Defar
Inventana Barang."

3 Keren penghapurnenematik hamang berparak ate masa beta dan
tdak dapat diperganakan tagi seperu aLM kanta alat ruah tangga
yamg anjar Kermaguk kendaran kineus kapasgan sopo angan
beerseya Iecaaletnag abad berat mob jenasah, Truk Araban sat
Seracaranen Japang daipana pemahaman

“tepar
40 oleh Penardoka

arah Pt aikitkat bit Bapa .

ae



BAB Iu
PEMINDAHTARGARAN

Pusai 00

penak -buntrik pemiudahtangan
sebagai tindak inap 1019 penghapusan

paraag mudik darah. mehyatta

a Penjnlau.
atuh tamak ag,

Hidah, dan

do Petak meodiak pemenamiah daerah

Pasal Si

Pomuabalitanganan Dengan amilik d: kemal beo tama dan bahan brang
dau sekun Gal dan catat brang ang bela Ielaho lan Kp
9 0DOHUD.O00.00 (lama aniyar rupushi ductapkan dongaa keputusan

Uupasi setekadi mendapr persetujuan DPRD

31)

D Pemindahinaganan barang anik daserah berupa aneh dan paten heangaraa

vang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila
ar

sudah telak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wati ah Kabupaten
Maluku Vengali:

bh. lumus didiapus karma anggaran untuk banganan pengganti Sudahi

drspaka dalam dokmen pengangkatan.
0 dipenantukdarn bagi pegania nepCL,
d. diperuntukkan bagi kepentingan umann, dan

Po ehkuasan nepa berdasarkan keputusan penanyaaula sang edah

mempcrolch kekuatan hakum tetap dan/atau bcadas kata Kentang
perundang-undangan, vang jika status kepemilikana dipertahankan
tidak levak secara ckonomis.

18 Pemendahtangaman barang milik daerdi setan tanah dan/inan bgaguan
vnng bernilmi sampai dengan Kp. 5.000.000.000,00 da maa rupiah),
didakukan oleh Pengelola setelah meudapat pesetujuau Dupau.

Bagian Pertama
Penjualan Kendaraan Dinas

(kenderaan Yinan yamgdapat Ajun terdiridai:

». bendumuan peramungandisaa,“ Anualananan dimas Ope runbanak,daa.
GSDendrananditaanaMean tenaga

A53

nan .. PI annaBAP KANaa TA SAR AILy atataan “manana

PR periiagan Yam yel mtaheh



Li

m

penerangan yangHipenguanakai olah Bupen sisi Wasil tiitpat
B adipes gain,

PE Enter, Aas edan
(luna)

Yang berak membeli kendaran perenang dirtere selang dnnokad
padam at) madandeati Pingsan adrata Wakil Dapat Sana edar Mpu nya
sebutan 5 (ranah telan rates Keboia desi Bahasan pesona da ngaret hn Befsstoatr
peromagat lime dalugs tenggang wakiu 10 (opal) tabur.

(3

Penjieban edaran dimas se bagntumang damidoend pat agan Lan

ditetapkan dengan Kepetakan Dapet setedati maompobatikan ag Inna
aduan peruse laga aed bacaan pesorana dana

Selama kendaran perorangan dimas yong hpiee bedah ikan,
ker ondaarant perna calaggan bina de se ad Eodagp osn cadang bana naik
dnetah dan tidak dapat daandahtongandan.

Ma ban hebat diana neangan aan dea goda cab Ip mm
dipergamakan tnttek kepentingan dansa, maka ate Dias pemaebianaan
sapa sediakan oleh pemerintah dacrah

Setebahi buaya push keselaran dimas perorangan dilunasi po
dilakukan pelepasan bak kendaran dinas Ierbaat kepsaki gm saftorda daan

menghapusnya dari inventarta barang anibik dactada

Ades ar, dedak mom tasata RA apada sr sanak dibuahi es pebann ss

yang telah ditentukan, dapat dicaban bnkata datuk nabi kendarang
tersebut dari totap menjadi pyilik pemerintah darah

Pasal 94

Kendaraan dinas sebagahnana durakssi! dalam Pasal og Iiat bh Sang
bermaa 5 Hima tahan lebih, dapat dihapus dari data nventaris barang
inilik decal.
Kendaraan dinas sebagamana dimaksud dalam Yasa D2 aral co vang
berumur TO sepuluh) taban kdrila dapat dihapus dari dal anventasia
Larang ailik daerah.

2

Penghapusan dad/alau penjualan kendauang dus se bagan
dimaksert panda ayat (1) dan avat (2), hurns aemperhatikan kolancntan
pe aksi Tngas danfatan sendah ada pengantin
Kendati dinas sehagatmang dimaksad apa nat abat nat ID mangtetah dihapaas daan data anvertan bamang aib dina ad pat djualrertakui pelelangan mamum dan/atau peklangan terbutas yang dite tarpakngadengan keputusan Bupati.

»

Yang dapat melakukan pelelangan terbatas terhadap kendaran dinan
operasional mialah pejabat/pegowsi negori sipil yang teluh mempunyaimana kerja HW) foopukah) takes dengan nrioritas Dejubat/ pegawai angarfsipil Kang akan memasuki urut Penatin dan penjahat) pegat Hegeda mapad

Pen yitis ketalu daufatan pejabat) pegawar mager sapi Tang lebihsena dari bertira daa Walal Ketua DPRD Veda nadi MENU PUNY AU ng tuak&
Hama tuhan. aa 0

Desa #engejeang Waktu 1G Bewalab tenbnann pefaber pegaweat lad keri sipaldan Web Wekal Ketum DPR dapat na
"4

Bata peang edandenada mejada meat pa mebadin pora,



(7)

(1)

(2

(3)

(4)

toj

(7)

(8)

(9)

Hasil penjualan/pelelangan disetor he kas daerah.

Bagian Kedua
Penjualan Rumah Dinas

Pasal 55

Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Rumah dinas milik daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yakni:
a. rumah dinas daerah golongan | (rumah jabatan):

b. rumah dinas daerah golongan II (rumah mstansi): dan

c. rumah dinas daerah golongan Il! (perumahan pegawaj).

Rumah dinas daerah yang dapat diperjualbelikan atau disewaxan dengan
ketentuan:
a. rumah dinas dasrah golongan liyang telah dirubah golungannya menjadi

rumah dinas golongan III:

b. rumah dinas daerah golongan |! vang relah berumur 10 (Isepriluhj tahun
atan lebih:

c. rumah dinas daerah sebagaimana dinaksud pada huruf a dan huruf b
tidak sedang dalam sengketa.

Yang berhak membeli rumah dinas daerah golongan Ili adalah pegawa:
negeli sipil yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun, memilki Surat Izin Penghunian|SIP) yang cikelusrkan cleh Bupati.
dan belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh /membeli rumah
dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan(5)
dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan persyaratan administrasi
permohonan membeli rumah dinas milik daerah.

Penjualan tumah dinas dawrah golongan III beseria atau tidak beserta
tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran yangpenilaiannya dilakukan oleh Panitia Penafsiran / penilaian yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

g

Setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud padamat (S) dibuat Surat Perjanjian Sewa/Bcli Tanah Gan, atau hangunannya
yang ditandatangani eleh Bupati atau pejabat vang dituni
pembeli/ sewa. pe) yang ditunjuk dengan pihakg

pelunasan seluruh har
puluh) tahun

ga jual dilaksanakan paling lama 20 (dua

Setelah melunasi harga jual rima dinas milik daerah, maka Bupati
rumah dan /ata tanah
menetapkan Keputusan tentang Pelepasan Hak Pemerintah Dacrah atas

yang telah dijual kepada pembeli dan penghapusanramah dan/atau bangu dari dafter inventaris barang roilik dacrah
(10) Madll penjualan

kas daerah
/pehinasan harga jual rumah dinas milik daerah



23)

)

|

Ragian Katiga
Pelepasan Hak Atas Tanah Gan/atan Bangama:Pusal 56 "

Setiap pemindahtanganan vank bertujuan: Untuk pa .
penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang diansaampan

atau
» 'h

daerah,dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah dengan ca :
a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual.

ia

b. pelepasan dengan tukar menukar) rvislag/ tukar guling.
Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat
persetujuan DPRD.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugidilakukan dengan pelelangan dan apabila peminatnya hanva 1 isatu)dilakukan dengan penunjukan langsung serta dilengkapi dengan berita
Wera serah terima

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar
menukar/ruislag/tukar guling dilakukan langsung dengan pihak ketiga
melalui perjanjian bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

4)

Perhnungan perkiraan, nilai pelepasan nak atas tanah dan 'atau bangunan
dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan/atau harga umum
setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksiran yang dibentuk oleh Bupati
arau dapat dilakukan oleh lembaga independen vang bersertifikat dibidang
pemiaran asset.

Setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3! dan ayat (4). maka sertifikat atas tanah vang dilepaskan dapat
diselesaikan melalui Kartor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
berdasarkan Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau
bangunan pemerintah daerah dimaksud dan menghapus tanah dan/atau
bangunan tersebut dalam buku inventaris barang rnilik daerah.

Bagian Keempat

Tukar Menukar

Pasal 57

Tukar menuker barang milik daerah dilaksanakan dengan perimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan

pemerintahan,
b. untuk optimalisasi barang milik deerah, dan

Cc. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah.

Tukar Menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:

8. Pemerintah dengan pemerintah daerah,

b. Antar pemerintah daerah,
matte

Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum

pemerintah lainnya,
d. Swasta,

£.



Bagian Kelima
HIBAN

Pmsal 61

& ulik Anerah dapat thtakakan dengan pertumbangan ankasa, kongamieul. kemanasin dan penyelenggaran
mn daerah.

NBA.hah baruan

pemertat:
Hibah sa bp UA dumaksud pada ara (1). harus memenuhi sarat3 maba berikut.

Ui

hak pages Bean baba IK pa fl Mad,
AN

'

po
bukan macapakan bagasi VATIR uk Heat hal hndapooag barak., “

tik dipunakas laga dadan peni enggan tugas pokak dan tungsi« .
|dan penvofonggaraan Pemerutah Daerah.

“14

do sebum tanah danfatan bangunan yang dar awal penyadaannya
duwncanakan uatuk dilubahkan.

Pasal 62

Uy Yubah baru mbk daerah berupa.
Do tamah dam fat hangan VIR kedai dawet oleh Ist pada SKPD

kepada Bapa
bo tamab alan fara bangunan Mar ara pemesadamo nobar paka

T

111
tntuak dilubahikan,
Kekan tamah danfataa bangunan Yang slah dasenahknan oleh de palaSKPD kepada Bupati melalui Pengelola Raratig,

d. sebum danah dan/atau bangunan yang da awal pengadaannvaddurencanakan uantuk dibubalikan.
(4 Venctapan hibah sebagawnana dirnaksnd pada avat (1) huruf a, burat b danhurufo dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetnjhan Rupat.(9 Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ara (1) huruf ddilaksanakan okeh Pengguna setelah mendapat peosetiyjuan Pengdolabiang

63
Hibah sebagaumana dimaksan dalam Pasal OM ayat 1) han'

i
sal

O2 ayi ham edan haruPh
deetaplani

dengan keputusan Dupati setelah mendapat persetujuan
(3 Alibah sebagaimana dimaksud peda Pasal 61 axat (1) biwuf edan basufdyang baruku dinas Rp. 5.000.000.06000 Hama mulya rupiah). ditetapkandcngaai Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan MPRD.(3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 bur d ditaksanakPeagguan setelah maculapal peructujunn Pengelota,
|

(NY Tata cama
peleknmnana Mash, aelakah sobagai bunjant:

|

0.
#roasioka hitang monpayukas usul hihah nine tanuh dan buras2. Mapan " Bapatidisortai dengan penjelasan sea kelcugkapanAa. Daaperri

Haji memberhak Tiar untod meet daanmati
pg:

4

lh

ar oleh
|

pa pa ae

lamanya3:
&



H

9

»
(4

(3)

mn

mencat prlaksananan hibah dengan ntuperkauk
mani, kengeanaan, kemanusiann, dan

pemerintahan,

ih kepentingan
Pen velnggaran

pb
i

setaajun atas usu bttanh terac
apabila Bupati menye E18CbUt, Muka Yg

mengajukan “permohonan kepada DPRD utuk Pelek ati
hibah/ pemindahtanganan tanah dan/ bangusan tersebut:

setelah mendapat persetnjaain DPRD, ditindaklanjuti dengan

keputusan Penghapusan Tanah dan/ banyguaan dinakaud dan

dituangkan dalam Berita Acara Hibah:

d pengguna mangan takan usul Inbole selam damaho danabang
kepada Bupati mebudud Pengelola diserbu dengan petasan serta
kekengkapan data,

€. Bupati dapat membentuk Fim untk meneliti dan memngkan terhadap
read bibah tersebut:

« . .

| setetadr meudapa persetujuan Bupati, dilmdakkanyaG dengan
.

1 bada

pra -
: g

dituangkan dalam Berita Acara

Bagian Keenam

Penyertaan Modal Pemerjatah Daerah
Pasal 64

pg , 3
, .

1»
- Ad

kincja Badan Usaha Milik Dacrah atau Badan Hukam dninnya yang
dundiki oleh Pemerintah Daerah dan swasta,

bh ana na Teu sa Boga aan mat rah
bea bon ai apa boat sean tali

mendapat persetujuan DPRP,

Penyertaan modal pemermtah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah.

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Bapati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik dacrah.

Pengguna barang melakukan memantauan dan penertiban terhadap
penggunann, pemanfaatam, pemindahtanganan, penatausahaan
pemeliharaan Jan pengamanan bawang milik daerah yang hernda dibawa
BOngnsaalMnya,
Pelaksanaan pemantawan dam pesertihan sebaganuana dinakat 2

nvad (2), dilakesaniean oleh penguna.
stw perlu

Pengguna dan Bunga Pengguna dapet meminia upural bengawan
Bangnuanarl ribu anlahaakan muda ndak Janji Indar Peng heabka dat
penertiban “ehkagaisaana#inalowadpeda ayat: (2 dan ayat (4.

1.



daa kim peaggun barang menindaklanjasi has ne
awni (9 sesuai ketentuan pernariang undnugan,

"ata

Pusal 66

tap Meggguie
mebagaimana

Pengelola btwentag uuluk paclakukan PRnA Aduan dai vegar atu

pelaksanaan penggunaan, pesan
tatan dari peradangan barang ritik

daerah. dalam rangka penerihan penggumnanhn tr Uta lari

mindahtangaman baru milik dacrahh sesuai dengan kotemtoan Yang

»

berlakupa

fe) Tundak kanpit sebagaimang dunaksud pada avat (Ph pengelola dapat

“aemmuta aparat pengawas Fungsional untuk melakukan suda atu

pe aga, pem fana. dan pemindahtangann Biang dik daerah

(3) Hasal audu sebagaimana dimaksud peda ayat (2) disampaikan kepada

pengelola
untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-

—endangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang milik dacah. disediakan
Tah

buya operastonad yang dibebankan pada APBD.

dacrah yang mengakibaikan peamJapatan dan
(4 Pengelolaan barang

penerunaan slacrah diberikan biara upadi peng /anang

perangsang/ insentif kepada aparat Pengelola Barang yang Desamyva

Ato Manga Keptasr Mara

ID Penyimpan barang, pengurus barang dam kepala gridaog data
melaksanakan lugas dengan meruperhalikan kemanpuai keuangan
darat dibonkan Tunjangan sent oah hesanan Jie dr agam

ke putusan Bupati.

BAB XVT
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasul 68

I) Sebap kerngian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pe langgasan
bor on KI

|

pa
Da » - ats ab

| Bona PN Ka wa Pe -

2) Seto Bca Ka « ane akan BMPa & ' &

pada mal (1) dapat dikenakan seuksi adwinistratif dan/atau sanksi
pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Paani #9

IP Yenatuataaa gadaati pg Detraning ba nakan tethsaddap perawat Ngak PK Rana
perusakan dacrah dan pegawai darrah yang inetaknkan perbuatan

5 aclanggas Yaikotih atau perbahiaa meclalaikan kewnlihan atka Tidak

4



pertaksawikonn kei HAN ara
MaBAE BE BEA La ba

semen garang Seernngga Kira perban rehat tar Pin P

kerugian bagi dacrah. uht
"2 batam melaksanakan tuntatan Ku ragi mebagaumann diuak

. Sad
mat II Bip dibuantu oleh Map Pertunangan Tenar aan pada“PSN Hanga

ats ia
pp Tuntatns Ranti yup sedapat mungkan dinas enggan Paksasi Jarpanaa

daan

didalam
Do heba dalam tenggang wakti 11 tempat belas Iran tadi deretan

pembelaati din Ode wang bersangkutan, Hape amnetican
keputusan ancngonai Pembebanan ganu rugi,

0 mas dasar Keputusan Hupai sebagarmmana danaksud pasha avat ah
luuf L. Bupah taclaksanakan penagihan kepada Sang bersangkatan
atau dengan cara motong pap/ penguin Sang Ri pesangon, daan

apalals dianggap perlu mecmunta bengian Sang ie tart Supasa
dilakukan penapgdtan dengan paksa,

d. dakam jangka sakti 90 (aga puluh) Kari sejak item aa keputusan
Bupau mengcuai pembchanan gang rugi, yang bersangkutan berhak
mp enakan Demang, agama dak menanda nelaik sapi kerpeatusan
Panja Long Pembebanan ganu yga.

$| Tuntusao ganti rugi kadaluarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir
tahun anggaran duaana keragian darrah itu diketahui atan jika telah lewat
8 delapan tahan Setelah tahta anggaran dimana perbiratan nelanggar
buakut Jaa kekikasu yang oycebahbkan kerugaan daerah nu didakukan.

Pasal 70
11 Berpert sang lelah menermaa laporan tentang kekurangan/ kotugisa dacuah

seb pembad/ pegawai, maka Bupati dapat on lakukan tnulkan sementara
berapa motbebeskan pegawas yang bersangkutan dari jpebatanmn 2, metelah

terlebih
dahulu kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membek

in.

(2) Laporan schngammaaa dimaksud pada avat (1) berupa laparaa has
Pemeriksanan dari aparat pengawas atat laporan kogatis SKPD “maagmendanai pejobat/ pegawai yang bersangiantaa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal74
Hal-bed vang bolu rikup diatur dalan Peraturan Ini sepanjang men
klas pecladeoersnasanyar sadusara dacataar debit kanajust deh Barprati. me-oai

Pontok dia menatut sankah sehngsitnana dimakan dukun Yeritinik Bupesi
Ini tereantam peda lonipiran, dan moripakan hagisy wang Salak terpinsdeesa.



Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mak
bertentangan dengan ketentuan ind dicabut dan dinyatakan Maak kenamaan

yangk

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Awar seliap OtAank dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya Jalam Berita Daerah kabupaten Maluku Tengan

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 298 Desember 214
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Diundangkan di masohi.
29 Desember 2014

DAERAH
MALUKU TENGAH
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